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ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi suatu negara. Dalam
pemungutannya, pajak memiliki tiga sistem pemungutan yaitu official assessment, self assessment, dan
withholding system. Ketiga sistem tersebut digunakan di semua sektor perekonomian termasuk sektor
pariwisata. Pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan sehingga menarik
perhatian pengusaha untuk menjalankan usaha di sektor pariwisata. Wajib Pajak A sebagai Wajib Pajak
Orang Pribadi juga menjalankan usaha di bidang tour & travel. Selama menjalankan usahanya, Wajib
Pajak A belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha memiliki beberapa kewajiban
perpajakan mendasar yang harus dipenuhi diantaranya menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
terutang dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diatur dalam PER — 16/PJ/2016, pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015 dan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penerapan kewajiban tersebut,
perhitungan pajak terutang serta sanksinya dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sumber data yang
digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari unit penelitian dan data sekunder yang
kemudian kedua sumber data tersebut diolah terlebih dahulu oleh penulis. Objek penelitian penulis
adalah perhitungan pajak terutang dan sanksi administrasi yang dikenakan pada Wajib Pajak A.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, usaha tour & travel yang dijalankan oleh
Wajib Pajak A belum memenuhi kewajiban hukum yaitu membentuk badan hukum. Wajib Pajak A juga
belum memenuhi kewajiban perpajakannya terkait pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sanksi yang
harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A jumlahnya lebih sedikit jika Wajib Pajak A mengakui kewajiban
yang belum dipenuhi ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dibandingkan dengan jumlah pajak yang
terutang jika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, penulis
menyarankan Wajib Pajak A untuk menjalankan usahanya dalam bentuk CV dan mengakui adanya
kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sehingga sanksi yang harus dibayarkan lebih kecil dan ke
depannya Wajib Pajak A dapat menjadi Wajib Pajak yang lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan
yang berlaku.

Kata kunci: pajak terutang, sanksi, usaha tour & travel



ABSTRACT

Tax is one of the largest receipts for a country. In the collection, it has 3 systems:
official assessment, self assessment, and withholding system. These three systems are used in all sectors
of the economy including the tourism sector. The increasing growth of Indonesia tourism sector attracts
entrepreneurs to run businesses in this sector. Taxpayer A as an individual taxpayer runs business in
this sector. During its business, Taxpayer A has not carried out its tax obligations.

An individual taxpayer who carries on business has certain basic tax obligations that
must be met including calculating, paying and reporting tax payable. These obligations apply on the
collection of Value Added Tax as regulated in Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, withholding of
Article 21 as regulated in PER - 16 / PJ / 2016, withholding of Article 23 Income Tax as regulated in
PMK 141 / PMK.03 / 2015 and Personal Income Tax as regulated in Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013. The application of such obligations, calculation of tax payable and penalty will be
discussed further in this research.

This research uses descriptive method. Sources of data used are primary data were
obtained directly from research units and secondary data processed first by the author. The object of
the research is the calculation of tax payable and administrative penalty that will be charged to
Taxpayer A.

Based on research conducted, tour & travel business run by Taxpayer A has not
fulfilled the legal obligation of forming a legal entity. Taxpayer A has not fulfilled not only his tax
obligations related to Article 21 Income Tax deduction of paid income to his employees but also his
Personal Income Tax. Taxpayer A will pay less penalty if he admits his unfulfilled obligations before
getting examined by local Tax Office. Therefore, the author advise. Taxpayer A to run its business in
the form of CV and acknowledge the existence of tax obligations that have not been fulfilled so that he
will pay less penalty and Taxpayer A can be more obedient to the applied tax provisions in the future.

Keywords: tax payable, penalty, tour & travel business
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan negara terbesar bagi
pembangunan suatu negara. Di Indonesia, penerimaan pajak memiliki kontribusi
sekitar 85% dari seluruh penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2018 sesuai dengan informasi dari situs Kementrian Keuangan
Republik Indonesia. Penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah antara lain
untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah serta dana desa.

Pajak sebagai penerimaan negara mempunyai beberapa sistem
pemungutan. Negara Indonesia menganut sistem pemungutan perpajakan self
assessment sejak 1983, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah melalui
Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya
sendiri. Tingkat keberhasilan sistem pemungutan ini ditentukan oleh kesadaran dan
kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri dan pengawasan yang maksimal dari Direktorat
Jenderal Pajak. Di masa sebelumnya, Indonesia masih menggunakan official
assessment yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menghitung besaran
pajak terutang untuk setiap wajib pajak. Selain self assessment system, Indonesia juga
menganut withholding system yaitu sistem yang pemotongan dan pemungutan besaran
pajaknya dilakukan oleh pihak ketiga.

Sistem pemungutan pajak yang ada ini diterapkan di semua sektor
perekonomian, tidak terkecuali sektor pariwisata. Pariwisata merupakan suatu
kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan berlibur atau berekreasi. Banyaknya
potensi objek wisata yang dapat dijadikan tujuan berlibur baik bagi wisatawan
domestik maupun mancanegara di Indonesia ini membuat para pelaku usaha tertarik
untuk berkecimpung lebih dalam di bidang pariwisata yang berkembang pesat dan
cukup menjanjikan di masa yang akan datang. Kenyataan ini pula yang membuat
Wajib Pajak A tertarik untuk menjalankan usaha tour & travel sendiri pada tahun 2015.

Berdasarkan wawancara awal, Wajib Pajak A belum memenuhi
kewajiban perpajakan yang berlaku atas usaha tour and travel yang dijalankannya
sehingga penulis tertarik untuk melakukan perhitungan pajak terhutang dan sanksi



yang harus dibayarkan atas kewajiban yang belum dipenuhi guna membantu Wajib
Pajak A untuk patuh terhadap peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis
merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana kewajiban hukum dan perpajakan serta penerapannya terkait usaha
tour & travel yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak A?
2. Bagaimana perhitungan pajak terutang atas usaha tour & travel Wajib Pajak A
untuk tahun pajak 2015 - 2017?
3. Bagaimana perhitungan sanksi administrasi yang akan dikenakan atas kewajiban

yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak A?

1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian mengenai perhitungan pajak terutang dan sanksi atas Wajib

Pajak A memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Mengetahui kewajiban hukum dan perpajakan serta penerapannya terkait usaha
tour & travel yang harus dipenuhi Wajib Pajak A

2. Mengidentifikasi perhitungan pajak terutang Wajib Pajak A yang belum
dibayarkan

3. Mengidentifikasi perhitungan sanksi administrasi yang akan dikenakan atas pajak
terutang Wajib Pajak A

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian dan pembahasan terkait perhitungan pajak terutang dan
sanksi bagi Wajib Pajak A diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai
pihak sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana
perhitungan pajak terutang beserta sanksinya bagi usaha kecil yang dimiliki oleh

Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga penulis dapat menambah pengalaman serta



wawasan yang lebih luas lagi tentang aspek perpajakan bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha.

2. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan para pembaca mengenai
perhitungan pajak terutang dan sanksi yang akan didapatkan jika tidak
menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar serta dapat digunakan
sebagai referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian dengan topik
sejenis.

3. Bagi Wajib Pajak A
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang dapat
digunakan oleh Wajib Pajak A untuk mengetahui dasar-dasar hukum perpajakan
yang mendasari perhitungan pajak terutang dan sanksi yang berlaku sesuai dengan
klasifikasi usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak A. Selain itu, penelitian ini
juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak A untuk dapat

mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku di masa yang akan datang.

1.5. Kerangka Pemikiran

Waijib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang
tour & travel mempunyai beberapa kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan.
Kewajiban perpajakan yang paling mendasar diantaranya adalah bagi setiap Wajib
Pajak baik orang pribadi maupun badan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); pengukuhan orang pribadi atau
badan menjadi Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhi kewajiban memungut Pajak
Pertambahan Nilai kepada konsumen atau pihak penerima jasa sesuai dengan Pasal 2
Ayat 2 Undang-Undang KUP; menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri semua
pajak terutang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan; serta melakukan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang
KUP.

Ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakan menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak terutang. Kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi antara lain



pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21,
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi itu
sendiri.

Untuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak Orang
Pribadi wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Peraturan yang mengatur segala hal tentang Pajak Pertambahan Nilai itu diatur dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
21 bagi karyawan yang dipekerjakan dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 dan dijabarkan lebih rinci di dalam PER — 16/PJ/2016 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan
Kegiatan Orang Pribadi. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 bagi jasa ini dapat
dilihat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk lebih jelasnya lagi, peraturan
untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 dijelaskan dan dipaparkan lebih mendalam di dalam
PMK 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal
23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak
Orang Pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan lebih spesifik
bagi jasa usaha tour & travel sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima
Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Penelitian ini akan membahas dan menganalisis aspek-aspek
perpajakan apa saja yang sudah dilaksanakan dan bagaimana penerapan kewajiban
perpajakan yang seharusnya dilaksanakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang
menjalankan usaha tour & travel sesuai dengan undang-undang perpajakan yang
berlaku. Selain itu, penelitian ini juga membahas perhitungan pajak terutang yang
belum dibayarkan serta perhitungan sanksi administrasi atas pajak terutang yang
belum dibayarkan dan sanksi atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

baik Masa maupun Tahunan sesuai dengan Pasal 7 dan 9 Undang-Undang KUP.
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